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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN LAPORAN KKL
4.1 Komunikasi Para Implementor dalam Menentukan Keberhasilan  Implementasi Kebijakan Sekretariat Daerah dalam Penempatan Pegawai berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan

Proses komunikasi menentukan keberhasilan tujuan dari pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan apabila komunikasi berlangsung dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Terdapat indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu kejelasan, konsistensi dan transformasi.

4.1.1 Proses Komunikasi Penempatan Pegawai melalui Kejelasan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan 
Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Kuningan, mengenai perencanaan penempatan pegawai yang ditujukan kepada kepala sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan belum berjalan baik dan efisien.
Komunikasi kelembagaan belum efisien, karena dari segi jumlah pegawai maupun komposisinya masing-masing perangkat daerah belum seimbang dan tertata secara proporsional. Oleh karena itu, profesionalisme pegawai di lingkungan organisasi pemerintahan perlu dikembangkan terlebih dahulu agar menghasilkan pegawai yang produktif, berdaya guna dan berhasil guna.
Penyampaian informasi dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada setiap subbagian/unit kerja dan instansi terkait di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, melalui Peraturan Perundang-Undangan yang telah disepakati bersama. Langkah yang ditempuh dalam penyampaian informasi tentang Analisis Jabatan, Kepala bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Kuningan menyiapkan pagu indikatif yakni rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal penempatan pegawai yang diberikan kepada Kepala sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan di Kabupaten Kuningan yang didasarkan pada indikator analisis jabatan. 
Analisis jabatan sebenarnya hanya upaya untuk mengurai informasi tentang aspek-aspek jabatan. Aspek-aspek jabatan tersebut ditelusuri melalui proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan pemegang jabatan yaitu proses mengolah bahan kerja. Adapun maksud dari proses mengolah bahan kerja sendiri adalah untuk meneliti, mengevaluasi dan mengkaji pelaksanaan kerja, proses kerja maupun hasil kerja suatu unit organisasi. Sedangkan tujuan adanya proses mengolah bahan kerja adalah:
1) Mengidentifikasi sejauhmana efisien dan efektifitas keberadaan unit kerja yang dibentuk, berdasarkan standar dan parameter beban kerja.

2) Memperjelas dan mempertegas format kelembagaan yang akan dibentuk secara lebih proporsional dan adanya kesesuaian antara kewenangan dan visi organisasi dengan besaran organisasinya.

3) Memperoleh gambaran mengenai kondisi riel pegawai yang memangku suatu jabatan baik secara kuantitatif dan kualitatif serta kompetensinya pada unit eselon terendah, sebagai bahan kajian dalam merumuskan jabatan dan formasi yang dibutuhkan berdasarkan perhitungan beban kerja, sehingga terdapat kesesuaian antara besaran organisasi dengan kebutuhan jabatan.
Selain Sekretariat Daerah, Bupati/walikota juga membentuk tim analisis jabatan. Tim tersebut dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten/Kota dan keanggotaannya terdiri dari dinas/unit kerja dan instansi terkait. Adapun tugas dari tim tersebut adalah melaksanakan analisis jabatan.
Dalam melaksanakan analisis jabatan, tim tersebut menguraikan beberapa langkah proses analisis jabatan:

1) Persiapan:
a. Perencanaan proses analisis jabatan;
b. Penyusunan bentuk-bentuk (formulir) analisis jabatan dan petunjuk pengisiannya;

c. Perencanaan penyelenggaraan dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;

d. Penyiapan tenaga analisis jabatan.

2) Pengumpulan Data Jabatan:

a. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran;

b. Perkenalan diri analis kepada pimpinan-pimpinan organisasi yang terlibat dalam analisis jabatan;

c. Studi pengenalan organisasi mengenai:

1. Fungsi dan tugas organisasi;

2. Struktur organisasi

3. Daftar jabatan dan tenaga kerja.

d. Penarikan sample karyawan dan jabatan;

e. Pengumpulan data, dengan menggunakan satu kombinasi beberapa metode pengumpulan data jabatan.
1. Pengisian daftar pertanyaan;

2. Interview;

3. Observasi;

4. Penjabaran tugas organisasi ke dalam pekerjaan karyawan;

5. Bahasa tenaga ahli;

6. Studi kepustakaan;

7. Kombinasi beberapa metoda.

3) Pengolahan Data Jabatan:

Penyusunan berbagai bentuk cakupan informasi jabatan dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari pengumpulan data jabatan, misalnya:

a. Penyusunan uraian jabatan;

b. Penyusunan spesifikasi jabatan;

c. Penyusunan spesifikasi menurut macam informasi;

d. Penyusunan lembaran prospek jabatan;

e. Penyusunan kode jabatan dan lain-lain.

4) Verifikasi Jabatan:

Hasil-hasil pengolahan dalam pengumpulan data jabatan diatas masih perlu diperiksa kembali kebenarannya, dengan mengadakan pengecekan.

5) Pembetulan:

Beberapa pembetulan atas hasil analisis jabatan dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dalam pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, dan verifikasi jabatan.
Demikian juga, analis perlu mengoreksi hasil reproduksi, seperti hasil-hasil ketikan, cetak coba, karena ia yang memahami isinya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Bupati selaku kepala pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan analisis jabatan. Laporan Pertanggungjawaban analisis jabatan tersebut terdiri atas penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan, dan pelatihan.
1) Penataan kelembagaan sebagaimana hasil dari analisis jabatan meliputi:

a. Penyusunan organisasi dan unit-unitnya;

b. Penyempurnaan organisasi;

c. Pengembangan organisasi;

d. Penciutan organisasi;

e. Penggabungan unit-unit organisasi.

2) Penataan kepegawaian sebagaimana hasil dari analisis jabatan meliputi:

a. Pengurusan calon pegawai berupa rekrutmen, seleksi dan penempatan;

b. Pengelolaan pegawai berupa administrasi, penilaian jabatan, penyusunan jenjang karier, mutasi, rotasi dan promosi;

c. Pasca pegawai berupa administrasi dan program pensiun.

3) Penataan ketatalaksanaan sebagaimana hasil dari analisis jabatan meliputi:

a. Tata kerja;

b. Hubungan Kerja;

c. Sistem Kerja.

4) Penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana hasil dari analisis jabatan meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan pengetahuan para pegawai sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan yang disediakan.
Proses komunikasi yang berlangsung antara pemerintah daerah dengan pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan analisis jabatan sangat terbuka untuk semua pegawai pemerintahan. Karena analisis jabatan menghasilkan informasi jabatan yang bersifat umum, dimana untuk mendapatkan informasi tersebut digunakan metode survei yang dilakukan terhadap sebagian sasaran atau sample yang diteliti. Hasil informasi tersebut berupa Uraian Jabatan, Spesifikasi Jabatan, Kamus Jabatan, Klasifikasi Jabatan dalam satu sektor atau wilayah tertentu yang digunakan untuk kepentingan ketenagakerjaan makro berbasis jabatan. 
Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan telah dimengerti oleh tiap bagian/subbagian/unit kerja dan instansi terkait di Kabupaten Kuningan, pihak pelaksana kebijakan memberikan penjelasan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mengenai tujuan dari analisis jabatan. Bahwa dengan analisis jabatan, penataan kelembagaan, penataan kepegawaian, penataan ketatalaksanaan dan penataan perencanaan pendidikan dan pelatihan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
Informasi hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, selanjutnya Bupati/Walikota mengolah dan menganalisa penetapan hasil analisis jabatan pada satuan organisasi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi ini merupakan suatu informasi tentang bahan masukan untuk menyusun evaluasi kegiatan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Kuningan. 

Informasi jabatan dapat bersifat mendalam atau meluas, sehingga pelaksanaan kegiatan analisis jabatan akan memerlukan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Informasi jabatan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk tiap kepentingan program manajemen, sehingga hanya informasi-informasi yang relevan dengan penggunaan saja yang akan diliput. Sebaliknya setiap program atau kepentingan manajemen hanya membutuhkan informasi jabatan tertentu.
4.1.2 Proses Komunikasi Penempatan Pegawai melalui Konsistensi Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, analisis jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. 
Peraturannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Analisis Jabatan yaitu Pasal 2 yang menyebutkan bahwa analisis jabatan dapat dilakukan dalam lingkup mikro dan lingkup makro. Dimana dalam penjabarannya pada Pasal 3 Ayat 1 dikatakan bahwa analisis jabatan lingkup mikro merupakan analisis dengan lingkup atau rangkuman tunggal, sempit dan khusus yang dilakukan dan dipergunakan untuk suatu unit organisasi tertentu. Bersifat spesifik dan tertentu sesuai dengan karakteristik organisasi. Sedangkan pada Pasal 5 Ayat 1 menerangkan analisis jabatan lingkup makro merupakan lingkup cakupan atau rangkuman luas yang meliputi beberapa atau banyak organisasi. Bersifat general dan rata-rata yang memuat banyak informasi mikro sejenis.
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan analisis jabatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan analisis jabatan. Peraturan yang dimaksud yakni peraturan yang dijadikan landasan hukum pada pelaksanaan analisis jabatan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 tentang Organisasi Subbagian, Seksi dan Subbidang di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Hal tersebut terwujud melalui penyusunan pedoman penempatan pegawai melalui analisis jabatan yang dimanfaatkan untuk kepentingan unit kerja tertentu. Sehingga pelaksanaan analisis jabatan yang dilakukan oleh staf sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan di Kabupaten Kuningan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Penempatan pegawai, dilakukan melalui analisis jabatan. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, melalui pelaksanaan analisis jabatan yang dilakukan pada tahun 2007 dimaksudkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan. 

Sekretariat Daerah sebagai pelaksana analisis jabatan sudah berkonsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjalankan tugasnya, pelaksana analisis jabatan di sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan meminta Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Kuningan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sehingga perubahan bisa terwujud menuju ke arah yang lebih baik. 
Pihak pelaksana kebijakan tetap berkonsisten dalam melaksanakan analisis jabatan untuk menciptakan akuntabilitas publik di Kabupaten Kuningan. Wujud konsistensi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, melalui pejabat daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Kuningan selaku kuasa pelaksana analisis jabatan. Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas usul Gubernur. Kuasa pelaksana analisis jabatan pelaksanaan tugasnya, baik secara formal maupun materil diserahkan kepada dinas/unit kerja dan instansi terkait. Berdasarkan uraian diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan analisis jabatan sudah berkonsisten dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.1.3Proses Komunikasi Penempatan Pegawai melalui Transformasi Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan 
Penyaluran komunikasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan analisis jabatan akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, ditujukan kepada tiap bagian/subbagian unit kerja di Kabupaten Kuningan selaku calon tenaga analisis jabatan dengan menguraikan proses data jabatan. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi akan sampai dengan baik kepada tiap bagian/subbagian unit kerja di kabupaten Kuningan.
Proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan analisis jabatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Kabupaten Kuningan sudah jelas dan dapat dimengerti oleh tiap bagian/subbagian unit kerja di kabupaten Kuningan selaku pelaksana analisis jabatan. Hal ini dibuktikan bahwa pelaksanaan penempatan pegawai diselenggarakan berdasarkan hasil analisis jabatan yang dipergunakan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan
Proses penyampaian informasi pelaksanaan penempatan pegawai dilakukan di setiap bagian/subbagian unit kerja di Kabupaten Kuningan. Hal ini dilakukan agar informasi pelaksanaan penempatan pegawai dapat ditujukan secara tepat kepada tiap bagian/subbagian unit kerja. Penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan cara memberitahukan kepada tiap bagian/subbagian unit kerja bahwa pelaksanaan kebijakan penempatan pegawai, menjadi tanggungjawab bagian/subbagian unit kerja. 
Penyampaian informasi juga dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan kepada tiap bagian/subbagian unit kerja di Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana penempatan pegawai. Penjelasan-penjelasan ini, dilakukan dengan menguraikan data jabatan. Adapun langkah awalnya dengan melihat: 
1) Identitas Jabatan, untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan  jelas.
2) Hasil kerja, yaitu keluaran (output) kerja pemegang jabatan. 

3) Bahan kerja, yaitu masukan (input) kerja yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja.

4) Perangkat kerja, alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.

5) Pelaksanaan kerja, segala usaha pemegang jabatan dalam bekerja.

6) Hubungan jabatan, hubungan dengan jabatan, bidang, dan orang lain.

7) Kondisi pelaksanaan, keadaan fisik dan non fisik yang didalamnya bekerja.
8) Kondisi pelaksanaan, kualifikasi yang harus dipenuhi pemegang jabatan.
Berdasarkan pemaparan diatas bahwa komunikasi diperlukan agar pembuat keputusan dan para pelaksana semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan. Pada pelaksanan analisis jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, kejelasan informasi diperlukan agar kebijakan ditransmisikan kepada para pelaksana sehingga kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga para pelaksana mengetahui substansi dari kebijakan tersebut. 
Kejelasan informasi yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana kebijakan mencakup baik dalam penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perencanaan pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, adanya kejelasan dalam penempatan pegawai melalui analisis jabatan, dapat menciptakan suatu kebijakan di Kabupaten Kuningan. 

Disamping itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana analisis jabatan sudah berkonsisten dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini ditandai dengan menjelaskan tentang tata cara mengurai informasi tentang aspek-aspek jabatan di Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana analisis jabatan. 
4.2
Sumber Daya dalam Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan
Sumber daya adalah salah satu sumber pelaksanaan yang paling penting, karena sumber daya merupakan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif. 

Dalam pelaksanaan penempatan pegawai, terdapat sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan penempatan pegawai. Sumber-sumber kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, sumber daya finansial atau modal dan sumber daya waktu. Untuk lebih jelas mengenai sumber-sumber kebijakan tersebut dapat di lihat sebagai berikut:

4.2.1
Sumber Daya Manusia pada Pelaksanaan Penempatan Pegawai berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan
Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena manusia yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Kriteria manusia yang dapat menunjang keberhasilan pelaksana analisis jabatan yaitu berpotensi, mempunyai keterampilan, pintar, terdidik dan terlatih serta siap sebagai pelaksana kebijakan. Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan analisis jabatan di Sekretariat Kabupaten Kuningan masih berupaya untuk mencapai kriteria tersebut. Karena bila dilihat dari jenjang pendidikan satu sama lain tidak setara.
Pelaksanaan berbagai upaya dan usaha pun dilakukan pada program pendidikan formal maupun non formal, selama tahun 2004-2007. seperti penyuksesan Wajar Dikdas (wajib belajar pendidikan dasar), pemberantasan buta aksara serta pengembangan kepedulian terhadap lingkungan pada para siswa telah mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Informasi terkait data bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:
Tabel 4.1
Jumlah Siswa dan Jumlah Guru Kualifikasi S1 Per Jenjang Pendidikan
Tahun 2004-2007






Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2004-2008

Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pendidikan ikatan Dinas bagi aparatur Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan untuk mengikuti kuliah dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh tingkat pusat atau provinsi. 
Sumber Daya Manusia merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan analisis jabatan, karena manusia adalah sebagai unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan di Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal. Potensi tersebut diperoleh dari kondisi jabatan tertentu, dimana diperlukan pemegang jabatan dan temperamen kerja tertentu.
Sumber daya manusia yang berpotensi sangat diperlukan oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan. karena dapat memberikan dukungan mengenai keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan.  
4.2.2Sumber Daya Finansial pada Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan 
Sumber daya finansial atau modal sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan modal yang mencukupi. Sumber daya finansial, perlu mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan. Oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan dalam pelaksanaan analisis jabatan, dimana segala biaya dibebankan pada pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
Layaknya daerah yang ditopang oleh sektor agraris, kondisi kemandirian keuangan daerah yang dihitung dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah akan tergolong dalam kategori/ tingkat kemandirian kecil/lemah (dibawah 10%). Namun demikian usaha untuk peningkatan PAD dari tahun 2004 telah dan terus diupayakan dengan kondisi hingga tahun 2008 PAD telah meningkat sebesar 87,24% atau dengan laju 12,81% per tahunnya.

Upaya peningkatan penerimaan daerah diluar PAD juga terus dilakukan, salah satunya adalah melalui penyuksesan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diindikasikan dari tahun ke tahun dengan diterimanya penghargaan dari Provinsi Jawa Barat sebagai Kabupaten Terbaik dan Tercepat dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi PBB.Adapun tabel perkembangan Anggaran Pendapatan Tahun 2004-2008 sebagai berikut:

Tabel 4.2

perkembangan Anggaran Pendapatan Tahun 2004-2008

	URAIAN
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Pendapatan Daerah
	383.710.608.508
	410.142.019.857
	606.232.488.550
	741.925.896.722
	817.462.922.900

	PAD
	24.395.579.000
	30.110.398.700
	35.040.916.000
	37.415.404.000
	45.679.465.800

	Dana Perimbangan
	335.946.230.000
	363.751.621.157
	571.191.572.550
	633.511.020.000
	696.033.660.000

	Pendapatan lain
	23.368.799.508
	16.280.000.000
	0,00
	70.999.472.722
	75.749.797.100

	Belanja Daerah
	384.625.997.101
	413.967.579.857
	606.300.328.521
	730.371.661.522
	835.589.337.362

	Belanja Tidak Langsung
	
	
	
	462.017.470.800
	600.152.952.639

	Belanja Langsung
	
	
	
	268.354.190.722
	235.436.384.723

	Belanja Aparatur
	63.064.211.393
	75.298.238.823
	121.291.286.005
	
	

	Belanja Publik
	300.343.453.115
	310.246.915.427
	442.311.099.570
	
	

	Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
	19.451.000.000
	26.396.744.000
	36.740.000.000
	
	

	Belanja Tidak Tersangka
	1.767.332.593,56
	2.025.681.607
	5.957.942.946
	
	

	Pembiayaan
	915.388.593,56
	3.825.560.000
	67.839.971,08
	-11.554.235.200
	18.126.414.462

	Penerimaan Daerah
	18.740.594.393,56
	11.006.420.000
	21.680.699.971
	11.417.504.800
	23.198.154.462

	Pengeluaran Daerah
	17.825.205.800
	7.180.860.000
	21.612.860.000
	22.971.740.000
	5.071.740.000


Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2004-2008


Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan karena tanpa adanya modal yang banyak maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan.
4.2.3 Sumber Daya Waktu pada Pelaksanaan Penempatan pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan
Sumber daya waktu diperlukan dalam keberhasilan kebijakan, karena dengan adanya waktu dapat ditentukan kapan kebijakan ini akan dilaksanakan. Pelaksanaan analisis jabatan yang dilakukan oleh staf Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan belum maksimal dilakukan karena adanya keterbatasan modal dan yang terakhir penentuan waktu yang kurang tepat. Target yang dilakukan sudah sesuai akan tetapi dalam pelaksanaannya masih adanya kendala. Kendala yang dihadapi oleh staf Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan terkait dengan waktu dalam menyediakan pengumpulan data jabatan.

Dalam pelaksanaan analisis jabatan diperlukan waktu yang cukup lama agar kebijakan tersebut dapat berhasil, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang diperlukan melainkan manusia dan modal juga penting. Waktu merupakan suatu  penentuan agar kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam menentukan waktu untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan tidak bisa ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal lain yang dapat mendorong keberhasilan analisis jabatan juga perlu diperhatikan.


Hal tersebut telah terbukti pada staf Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan, waktu yang telah ditentukan ternyata tidak dapat menjawab keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan. Pelaksanaan analisis jabatan yang dilakukan oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan masih menemukan adanya kendala-kendala. 

Kendala-kendala tersebut dapat memberikan dampak pelaksanaan analisis jabatan tidak maksimal, hal ini dikarenakan modal yang tersedia belum mencukupi dan waktu yang telah ditentukan belum cukup maksimal sehingga menyebabkan kebijakan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara maksimal. Ketidakmaksimalan ini diakibatkan oleh waktu yang belum cukup untuk menjadikan semua bidang pengelolaan pegawai terintegrasi ke pelaksana penempatan pegawai di Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan analisis jabatan.

Berdasarkan pemaparan diatas, sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan kebijakan. Pelaksanaan analisis jabatan di Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan, belum memiliki sumberdaya manusia yang mempunyai pengetahuan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan analisis jabatan dari tahap persiapan sampai ke tahap pembetulannya melalui informasi jabatan.

Disamping itu, sudah cukup jelas bahwa pelaksanaan analisis jabatan belum maksimal secara keseluruhan, hal tersebut  dikarenakan adanya faktor waktu yang menjadi penghambat keberhasilan analisis jabatan tersebut. Waktu yang diperlukan oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan belum mencukupi untuk melaksanakan analisis jabatan, oleh karena dalam pelaksanaan analisis jabatan di Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan ini belum berjalan lama.

4.3 Disposisi dalam Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tentang analisis jabatan. Dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya akan tetapi juga dirinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

4.3.1 Komitmen pada Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan 
Komitmen yang dipegang oleh seluruh staf Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan analisis jabatan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri. 

Komitmen Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Karena dengan berkomitmen, dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan analisis jabatan sepenuhnya mengacu pada dasar hukum  tersebut, hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan analisis jabatan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 


Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan telah melaksanakan kebijakan analisis jabatan sesuai dengan landasan hukum yang ada, walaupun dalam pelaksanaannya masih menemukan adanya kendala dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan seperti belum memiliki pendidikan dan pelatihan Kabupaten/Kota. 


Sejalan dengan hasil wawancara di atas, bahwa komitmen yang dijalankan oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan analisis jabatan hanya akan dilakukan apabila manajemen membutuhkan informasi jabatan tersebut.
4.3.2 Kejujuran pada Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan
Selain komitmen, kejujuran merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Kejujuran merupakan sifat terbuka apa adanya atau tidak ditutup-tutupi. Sifat keterbukaan yang dilakukan oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan adalah dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada tiap pelaksana analisis jabatan di Kabupaten Kuningan mengenai pelaksanaan penempatan pegawai. 

4.3.3 Sifat Demokratis pada Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan 
Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan kebijakan analisis jabatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari setiap satuan kerja apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai dapat merugikan satuan kerja lainnya. Sikap tersebut merupakan sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari satuan kerja, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat tidak merugikan pihak lain. 

Demokratis mempunyai arti memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berpendapat dan menerima saran dan kritik. Sifat tersebut harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masing-masing satuan kerja. Sifat demokratis tersebut juga harus dimiliki oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana analisis jabatan, karena sikap tersebut dapat dijadikan sebagai kajian pelaksanaan analisis jabatan di Kabupaten Kuningan dalam menciptakan akuntabilitas publik. 

Pelaksanaan analisis jabatan di Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan menerima adanya masukan atau aspirasi dari satuan kerja, Pemerintah Kabupaten Kuningan khususnya Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan siap menerima semua aspirasi dari satuan kerja sebagai calon tenaga analisis jabatan. 

Sifat demokratis yang dimiliki oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari satuan kerja sebagai calon tenaga analisis jabatan, apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan. Selain itu juga masing-masing satuan kerja sebagi calon tenaga analisis jabatan dapat memberikan kritik kepada pelaksana analisis jabatan, apabila kebijakan yang mereka terapkan tidak memberikan perubahan yang berarti dalam hal menciptakan akuntabilitas publik melalui analisis jabatan.

Berdasarkan uraian diatas, Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan telah memberikan hal yang baik kepada satuan kerja melalui analisis jabatan dalam menciptakan akuntabilitas publik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Hal tersebut dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Kuningan merasa yakin bahwa kebijakan yang dilaksanakan tidak merugikan masing-masing satuan kerja sebagai calon tenaga analisis jabatan, melainkan kebijakan tersebut dibuat bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas publik kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan. Semua kritik dan aspirasi dari satuan kerja sebagai calon tenaga analisis jabatan tetap akan ditanggapi sebagai masukan untuk lebih menciptakan akuntabilitas publik kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Analisis Jabatan.

4.4 Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi  yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan tentang analisis jabatan dapat dilihat melalui struktur birokrasi, standar operasi dan fragmentasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:
4.4.1Standard Operating Prosedures (SOPs) dalam Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program dan kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap. Struktur birokrasi yang ada di Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan sudah bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Mereka dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, kalau pun ada yang melakukan tugas yang lain hal tersebut sudah ada penjelasan terlebih dahulu.

Struktur birokrasi merupakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures atau SOPs). Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan dalam menciptakan akuntabilitas publik. Dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan analisis jabatan, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan.
Struktur birokrasi Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maksudnya sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian kinerjanya Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas. Hal tersebut dilakukan agar mereka bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan analisis jabatan, walaupun dalam pelaksanaan analisis jabatan ini mengalami adanya kendala. 

Struktur birokrasi sebagai pelaksana analisis jabatan, dimulai dari Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan kajian, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan,  analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan serta pendayagunaan aparatur. Selain itu Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, mempunyai tugas menyusun program dan langkah-langkah kerja Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian maupun pelaksana di Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, mengoreksi dan meyempurnakan konsep-konsep naskah dinas di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisa jabatan serta pendayagunaan aparatur, melaksanakan kajian dan penyusunan di bidang kelembagaan, analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur, 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur dibantu oleh Sub Bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penataan dan pembinaan kelembagaan perangkat daerah serta melaksanakan analisis formasi jabatan.
Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penataan dan pembinaan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik.  
Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur di daerah. Selain itu Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur, mempunyai tugas menyusun program dan langkah-langkah kerja Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur, menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendayagunaan aparatur daerah, melaksanakan pembinaan pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur di daerah, menyiapkan rancangan produk hukum daerah bidang pendayagunaan aparatur.
4.4.2Fragmentasi dalam Pelaksanaan Penempatan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan di Pemerintah Kabupaten Kuningan

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan Kabupaten Kuningan. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan analisis jabatan di Kabupaten Kuningan.

Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, dan fungsi birokrasi juga berada dalam lingkungan yang laus dan kompleks. Berdasarkan  uraian diatas sangat jelas, bahwa struktur birokrasi Sub bagian kelembagaan dan analisis formasi jabatan Kabupaten Kuningan bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Mereka menjalankan tugas secara profesional, hal tersebut dilakukan bertujuan agar pelaksanaan analisis jabatan dalam menciptakan akuntabilitas publik di Kabupaten Kuningan dapat terlaksana dengan baik.
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